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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Panduan Teknis

Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sumbawa

Barat.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ten tang

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita {Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,

Mengingat :

b. bahwa agar implementasi pengarusutamaan gender di

Kabupaten Sumbawa Barat dilaksanakan secara

terpadu, sistematis dan terkoordinasi, diperlukan

Panduan Teknis Pelaksanaan PUG Skala Kabupaten.

penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di

Kabupaten Sumbawa Barat;

pelaksanaan,perencanaan,kelembagaan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat diperlukan

peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan

pemerintahan,penyelenggaraandalamMenimbang: a. bahwa
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3277);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3835);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi

Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4419);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan

Nasional;



Dipindai dengan CamScanner

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PANDUAN TEKNIS

PENGARUSUTAMAANGENDER DI KABUPATEN SUMBAWA

BARAT.

MEMUTUSKAN:

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 927);

11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data

Gender Dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 254);

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender Dan

Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1429);

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor

2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pencegahan dan

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 2);

15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39

Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan

Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39).


















